
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMORZaTAHUN 2024

TENTANG
PET.IYELENGCARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
BIS MILLAHIRRAHMANI RRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEI{YAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,
Menimbang: a. bahwa 11t3k mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

Bersih, Efelitif, Transparan, dan Akuntabel, serta p.l"y"rr"r,publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkansistem pemerintahan berbasis etjktronit 
""t^g^l_"rr*dimaksud dalam pasal 6r ayat (r) peraturan presideri-Nomor

95 Tahun 2O1g tentang Sistem pemerintahan BerbasisElektronik, 
. setiqf Kepala Daerah mempunyai tugasmelakukan koordinasi dan menetaptan f<eli.laiian Sistempemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa 
. 
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan peraiuran eupati ecenutara tentang sistem pemerintahan Berbasis dtektronu<

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten_Kat,rpai..r-brU*

Lingkun^gan 
. p_*_..h propinsi Sumatera Utara 1f_e_ta.anNegara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor SO, tambahankmbaran Negara Indonesia Nomor 1092);

2' undang-undang Nomor 11 Tahun 2oo6 tentang pemerintahan
Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia" fJu" ZOOONomor 62, Tambahan Lembaran Negara ttegara iepublik
Indonesia Nomor 4663);

3. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 200g tentang Informasi danTransaksr^EleJ<tronik (rembaran Negara nep,iutit<- tnaon.sia
Tahun 2009 Nomor 5g, Tambahan l.embaran,Negara nepubtik
Indonesia. Nomor 4g43) sebsga.imana telah diuEah U.U"..pakali terakhir dengan Undang_gn6"rrg Nomor f iahurr ZOZ+tentang perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor I ITahun 2O0g tentang Informasi aan tlan"atsi pfe-i<tronif<
(l,embaran N-ega1a Republik Indonesia Tahun 202a llomor f ,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia 

- 
No*o.

6905);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan, Pemerintah pengganti Undang_Undani
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keq'a menjadi-Undangl
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia 

- 
Tahun 202-3

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OlT tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor g2 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (kmbara_i
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor fgg,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
53a8);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 20lg tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1g2);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20t9
Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Btokrasi Nomor 19 Tahun 2O1g tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi pemerintah (Beriti
Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor 411);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dal
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2O2O tentang pedoman
Manajemen Resiko Sistem pemerintahan Berbasis-Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 4t 1);

12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara
(Lrmbaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219)
sebagaimana telah diubah dengan eanun Kabupaten Aceh
Utara Nomor I Tahun 2O2l tentan g perubahan atas ganun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 **S
Pembentukan dan Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara
[.,embaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor l,
Tambahan lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 240);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2}lg tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20lg Nomor 195,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

b
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13.

14.

Menetapkan :

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2O2l tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan TatiKe{a Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian
Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2023 Nomor 4l)
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2O23 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan pemerintah Kabupatei
Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Nomor 23);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG
PEI{YELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

xomNFrffN uMUM

Pasal 1

DaLam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Pemerinta-han Berbasis Elektronik yang

selanjutnya disingkat SPBE adalah penyele.rggaraai
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informall Oan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna
SPBE.

2. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/
penghubung untuk melakukan pertukaran t ayanan SpBE.

3. Tata Kelola SPBE adalah kerangka keqia yang memastikan
terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian
dalam penerapan SPBE secara terpa.du.

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk
mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan
berkesinambungan, serta Layanan SpBE yang berkualitas.
Audit Teknologi informasi dan Komunikasi adalah proses
yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi
bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan
komunikasi dengan tujuan untuk menJtapkan tingkat
kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi
dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

6. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang
selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah eupati
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan y."i
menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Aceh Utara.

9. Satuan Ke{a Perangkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Perangkat Daerah adalah unsur-peribant, ilrrp"Udan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam
penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
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1O. Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian Kabupaten
Aceh Utara yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo aan
Persandian adalah Organisasi perangkat Kabupaten yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan eiOani
Komunikasi, Informasi dan persandian

l l.l,ayanan SpBE adalah keluaran yang d_ihasilkan oleh 1(satu) atau beberapa fungsi Apiik.ii Spge dan yang
memiliki nilai manfaat.

12. Arsitektur SpBE pemerintah Daerah adalah kerangka
dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, d-atadan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, d;
Keamanan SPBE untuk menghasilkan G.yur,a., SpBE yang
terintegrasi.

13. Peta Rencana SpBE pemerintah Daerah adalah dokumenyang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan danpelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis ,g..l.h .sekumpulan kegiatan yang

terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Instansi pusat dan Daerah masing_masing. -

15. Infrastruktur SpBp adalah semua perangkat keras,perangkat lunak, dan fasilitas yang minjadl pu.rr..;rrrg
utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, t Lmunitasld,ata, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik'lainnyl.

16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untukpenempatan sistem elektronik dan komponen terkaitlainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan
pengolahan, dan pemulihan Data.

17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dantanda-tanda yang mengandung nilai, makna, 
- 

danpesan,baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapatdilihat, didengar, dan dibaca- yang disqiikan -dalam
berbagai kemasan dan format- s."u.i dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secLa
elektronik atau pun non elektronik

18. Jaringan Intra pemerintah Daerah adalah jaringan
tertutup yang menghubungkan antar simpul jarinlan
dalam suatu organisasi pemerintah daerah.

19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program
komputer dan prosedur yang dirancang unluk melakukan
lugas- dan fungsi Layanan SPBE' di Kementerian
Koordinator.

2O. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SpBE yang sama, standar,
dan digunakan secara bagi pakai oleh unit-organisasi, unii
ke4'a, instansi pusat, aaaTaiau pemerintah daerah.

2l.Aplikasi Khusus adal+ Aplikasi SpBE yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelola tf.fi ""it fi.4"untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukankebutuhan unit kerja lain.

A I
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22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang
terpadu dalam SpBE.

23. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secarasistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasilpenilaian mandiri untuk mengukur tingkat kemitangan
penerapan SPBE.

24. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis
melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat
dilanjutkan dengan validasi informasi terhadal hasilpenilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan
penerapan SPBE.

25. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah,
pegarvai Aparatur Sipil Negara, per,orangan, masyarakat,pelaku usaha, dan pihak tain yarr{ me-arrfaatl<an
Layanan SPBE.

26. Data adalah catatan,atas kumpulan fakta atau deskripsi
berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda,isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yan;
mempresentasikan keadaan sebenamya atau
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau siiuasi.

27. Jaringan antar perangkat Daerah (WAN) adalah jaringan
yang menghubungkan antar perangkat Daerah

28. Jaringan antar Perangkat Daerah (LAN) adalah jaringanyanq menghubungkan komputer dengan peranglat
pendukungnya dan dapat berkomunikasi ai dJam
Perangkat Daerah

29. Perangkat khusus perangkat Daerah adalah perangkat
khusus yang dibutuhkan oleh perangkat Daerah terte-ntu
guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antaralltl seqerti system sensor, radio freqttensi idintificatioi
(RFID), dan sejenisnya.

30.Aplikasi Khusus adallh Aplikasi SpBE yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelolaolei, ;n"tarsl pis"iatau pemerintah daerah tertentuuntuk meminuhi
kebutuhan khusus yang bukankebutuhan instansi pusai
dan pemerintah daerah lain.

31. Reposrton adalah tempat penyimpanan aplikasi , source_
ade, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.

32. Teknologi Informasi -dan Komunikasi, yang selanjutnya
disingkat TIK adalah suatu iet<nit urrtuL
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,mengumumkan, membuat laporan menganalisis
memindahkax informasi dan/atau insfrastruktur Spge.

33. Sumber Daya Manusia Telceologi Informasi Komunikasi ,yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai pada
setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

34. Instansi pusat adalah kementrian, lembaga pemerintahan
lon kementerian, kesekretariatan lemb"ga negara,
kesekretariat lembaga non struktural, dan lemUaga
pemerintah lainnya.

,J
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

leratuyn Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagl
Perangkat Daerah dalam pelaksanaan d-an pengembangair
SPBE di Instansi, sehingga dapat be4'alan dengan baik dan
berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perudang_
undangan

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
efisien dan akuntabel;

b. meningkatkan kualitas layanan publik terpercaya; dan
c. mewujudkan ketertiban

penyelenggaraan SPBE
Kabupaten Aceh Utara

dan kepastian hukum dalam
di lingkungan pemerintah

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4
(1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

a. efelrtifitas;
b. keterpaduan;
c. kesinambungan;
d. efisien;
e. akuntabiltas;
f. interoperabilitas;
g. keamanan;

(2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai d.;g""
kebutuhan.

(3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mempakan pengintegrasian sumber aaya Vanimendukung SPBE.

(4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf c merupakan keberlanjutan SpSe secara
terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan
perkembangan.

(5) Elisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE yang tcpat guna.

A (
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(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e merupakan kej
jawaban SPBE.

elasan fungsi dan pertanggung

(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (ilhuruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar
proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka
pertukaran data, informasi atau layanan SpBE.

(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf g
merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaanl
keaslian, dan kenirsangkalan (nanrepudiation) sumber
daya yang mendukung SpBE.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan dalam peraturan Bupati
meliputi:
a. Tata kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d. Penyelenggara SpBE;
e. Percepatan SPBE; dan
f. Pemantauan dan Evaluasi SpBE;

1n1

BAB III
TATA KELOLA SPBE

Pasal 6

(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan
penerapan unsur-unsur SpBE secara terpadu.

(2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud
meliputi:
a. arsitektur SPBE;
b. peta Rencana SpBE;
c. rencana dan anggaran SpBE;
d. proses bisnis;
e. data dan Informaei;
f. infrastruktur SpBE;
g. aplikasi SPBE;
h. keamanan SPBE; dan
i. layanan SPBE.

pada ayat (1)

Bagian Kesatu
Arsitektur SPBE

pasel 7
(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6ayat (2) huruf a disusun dengan berpedoman pada

A ('
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SPBE Nasional dan Rencana
Menengah Daerah.

Pembangunan Jangka

(2) Penyusunan Arsitektur SpBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan
fu ngsi penunjang pengembangan.

(3! Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui sebagai berikut:
a. referensi arsitel,rtur, yang mendeslripsikan komponen

dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan
untuk penyusunan setiap domain arsitektur;

b. domain arsitektur, yang mendeskripsikan substa-nsi
arsitektur yang memuat:
l. domain arcitektur proses bisnis;
2. domain arsitektur data dan informasi;
3. domain arsitektur aplikasi SpBE;
4. domain arsitektur keamanal SpBE;
5. domarn arsitektur layanan SpBE;

(5) Arsitektur SPBE dilakukan review pada paruh waktu
dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu_waktr.r
sesuai kebutuhan.

(6) Reviw Arsitektur SpBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan berdasarkan;
a. perubahan arsitektur SpBE Nasional;
b. hasil pemantauan dan evaluasi SpBE;
c. perubahan pada unsur SpBE; dan
d. perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah

Daerah.
Bagian Kedua

Peta Rencana SpBE

Pasal 8

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada
Peta Rencana SPBE Nasiona-I, Arsitektur SpBE dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Penyusunan peta Rencana SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dikoordinasikan oleh pJrangkat
Paerah yang membidangi perencanaan pembangu;an
Daerah.

(3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
menjadi bagran dalam Arsitektur SPBE.

(4) Peta Rencana SpBE memuat;
a. tata kelola SPBE;

A 4
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b. manajemen SPBE;
c. layanan SPBE;
d. infrastruktur SpBE;
e. aplikasi SPBE;
f. keamanan SpBE; dan
g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(51 Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan
kegiatan SPBE.

(6) Peta Rencana SPBE ditakukan review pada paruh
waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu_
waktu sesuai kebutuhan.

{7) Review Peta Rencana SpBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan berdasarkan;
a. perubahan Peta Rencana SpBE Nasional;
b. perubahan Rencana pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Aceh Utara;
c. perubahan Arsitektur SpBE; dan
d. hasil Pemantauan dan Evaluasi SpBE.

Bagian Ketiga
Rencana dan Anggaran SpBE

Pasal 9
Rencana dan Anggaran SpBE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan
prcses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah
Daerah

Pasal 1O

(t) !9!p perangkat menJrusun rencana dan anggaran
SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 aengan
berpedoman pada Arsitektur SpBE dan peta Rencana
SPBE.

(2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE,penyusunan rencana dan anggaran SPBE
dikoordinasikan oleh perangkat Oaerah yang
bertanggung jawab di bidang perencanaan
Pembangunan Daerah.

(3) Perencanaan penganggaran SpBE pada setiap perangkat
Daerah harus mendapatkan rekomendasi aari
Lerangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
Komunikasi, informatika dan persandian.

(l) Penyusunan
dalam Pasal

Bagran Keenam
Proses Bisnis

Pasal 11

proses bisnis sebagaimana dimaksud
6 ayat (2) huruf d bertujuan untuk

4
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memberikan pedoman dalam penggunaan data dan
informasi serta penerapan aplikasi SpBE, keamanan
SPBE dan la.yanan SPBE.

(2) Setiap Perangkat Daerah
berdasarkal arsitektur.

menyusun proses bisnis

Pasal 12

(1) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara
terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau
pengembangan aplikasi SpBE dan layanan SpBE yang
terintegrasi.

(2) Perangkat Daerah dalam penyuaunan proses bisnis
ssgagaim€u13 dimaksud dalam pasal 1 I ayat (2) dapat
berkoordinasi dan berkonsultasi dengan eerangtat
Daerah yang menyelenggarakan urusan kelembagaan
dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
Iaksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Kelima
Data dan Infonnasi

Pasal 13

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan
informasi yang dimiliki oleh perangkat Daerah dan/atau
yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau
pihak lain.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.

(3) Perangkat Daerah menggunakan data dan Informasi
sebagaip2n6 dimaksud pada ayat (2).

{4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi
pakai data dan informasi antar perangkat Daerah
berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan aksesdata dan informasi, dan pemenuhan standar
interoperabilitas data dan informasi.

(5) Standar interoperabilitas data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Komunikasi dan Informasi.

(6) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
berdasarkan pada arsitektur SpBE.

{7) Penyelenggara tata kelola data dan informasi antar
Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi perruniang
p€rencanaan, penunjang penelitian dan pengembangan.

A ,(,,
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Pasal 14

(1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian,
akurasi serta keutuhan data dan informasi menjadi
tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan
kewenanganny-a dengan memperhatikan tugas aan
fungsi masing-masing.

(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan pedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{3} Pelaksanan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan melalui:
a. menetapkan klasifikasi keamanan, perbatasan akses

dan pengendalian keamanan lainnya;
b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifrkasi;
c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak

yang tidak berwenang.
d. menjaga kebutuhan dan orisinalitas data dan

informasi; dan
e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh

pihak yang berwenang.

Pasal 15

(1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan,
kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan
Persandian menyusun kebijakan keamanan informasi.

(2) Kebijakan keamanan infromasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) mencakup antara lain :

a. Panduan penggunaan sarana prasarErna Teknologi
Informasi Komunikasi (TIK) di perangkat daerah,
termasuk penggunaan email resmi kantor,
penggunaan akses intemet, pengaksesan data
kantor baik dari jaringan intra perangkat Daerah
(LAN), jaringan antar perangkat Daerah (WAN),
maupun internet.

b. Panduan membawa peralatan Teknologi Informasi
Komunikasi (TIK) pribadi ke kantor dan
menghubungkan sarana-prasarana TIK di
lingkungan pemerinah daerah melalui kebijakan
bing ganr aun (BYOD);

c. Kewajiban Perangkat Daerah untuk
mengimplementasikan perangkat lunak dan
perangkat keras keamanan informasi di system
antar Perangkat Daerah atau jaringan antar
Perangkat Daerah (WAN) serta monitor keamanan
informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang
menjalankan fungsi vital bagi jalannya pemerintah
daerah.
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(3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku untuk semua perangkat Daerah
penyedia data dan informasi.

t2

Bagian Keenam
Infrastruktur SPBE

Pasa I 16

Paragraf I
Jaringan Intra

Pasal 17

(l) Infrastrulrtur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 ayat (2) huruf f terdiri atas:
a. jaringan Intra; dan
6. sistem Penghubung Layanan Instansi;

(2) Penggunaan Infrastruktur SpBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,
keamanan, dan kemudahan integral dalam rangka
memenuhi kebutuhan kemudahan infrastruktur SpiBE
internal Kabupaten Aceh Utara.

(3) Penggunaan infrastruktur SpBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakal ai fingkungan
Pemerintah Daerah.

(4) Pembangunan dan pengembangan Infrastrulrtur SpBE
harus didasarkan pada Arsitektrir SpBE.

(5) Pengadaan Infrastruktur SPBE setiap perangkat Daerah
harus mendapatlan persetujuan dari eeranlht Daerah
I_ang menyelenggaran urusan pemerintahan bidang
Komunikasi, Informatika darr persandian.

(l) Jaringan intra sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf 
- a, merupakan jaringan intra yang

menghubungkan antar simpul jaringan eerarr-gkal
Daerah.

(2) SisteS hubungan layanan Instansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem
penghubung layanan untuk melakukan pertukaran
layanan SPBE antar perangkat Daerah.

Pasal l8
(1) Untuk. mengoptimalkan pengelolaan jaringan intra

sebagaimana dimaksud dalam pasal lZ perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang, Komunikasi, Informasi dan Komunikasi
menetapkan;
a. Standar Operasi prosedur (SOB tentang

penyelenggaraan pusat data yang ditetapkan dengJ
Keputusan Bupati; dan

b. Petunjuk Teknis penyelenggaraan pusat Data yang
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;

A



(2) l,ayanan jaringan intra di koordinasikan dan
diselenggarakan oleh perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bil"ang]
Komunikasi, Informasi dan persandian,

Pasal 19

(l) Pembangunan jaringan intra sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (l ) huruf a bertujuan untuk
menjaga keamanan dalam meLakukan pengiriman datadan informasi antar simpul jaringan pemerintah
Daerah.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaringan intrayang menghubungkan antar simpul jaringan dalam
Pemerintah Daerah dalam perangkat Daerah.

(3) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyediakan aksesinternet secara tersentral kepada seluruh perangkat
Daerah.

(4) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menggunakan jasa penyedia 1ayanan internetsesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.

(5) Pengelolaan dan pengendalian keamanan jaringan intradilaksanakan oleh perangkat Daerah- yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang,
Komunikasi, Informasi dan Komunikasi.

(6) ?alaT menggunakan jaringan intra sebagaiman
dimaksud ayat (21 pemerintah Daerah membuat
keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Intansi
Pusat.

13

sistem r"::frTXlt* Layanan

Pasal 2O
(1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem penghubung

l,ayanan yang bertujuan untuk memudahkan dalam
melakukan integrasi antar layanan SpBE.

(2) Perangkat
Penghubu
(1).

Daerah harus menggunakan Sistem

(3) Dalam menggunakan Sistem penghubung Layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1t I eerangt<at Daerah
wajib:
a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra

Pusat dan pemerintah Kabupaten Aceh Utara
dengan Jaringan Intra pemerintah;

b. memenuhi standar interoperasibilitas antar lavanan
SPBE;

ng Le.yanan sebagaimana dimaksud pada ayat
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c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi darimenteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika; dan

6. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari
kepaJa lembaga yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang keamanan siber.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menggunakan
Sistem Penghubung layanan ditetapkan dan tersedia,
Pemerintah Aceh Utara harus:
a. membuat keterhubungan dan akses sistem

penghubung layanan pemerintah Daerah dengan
sistem penghubung layanan pemerintah;

b. memenuhi ketentuan penggunaan sistem
penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

c. untuk mengoptimalkan sistem penghubung layanan,
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetaptan
Standar Operasional prosedur (SOp) t"rrt"rrg
penyelenggaraan sistem penghubung layanai
Pemerintah Daerah yang aitetaptan dlngan
Kepu tusan Bupati;

(5) Sistem penghubung layanan pemerintah Daerah
dikoordinasikan dan diselenggarakan Dinas yang
membidangi Komunikasi, Informatika, dan persandian.

Bagran Ketujuh
Aptikasi SpBE

Pasal 21
(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

1y.1t_(2 huruf g digunakan untuk memberikan LayananSPBE sesuai ketentuan peraturan perord".rg_
undangan.

{2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (l}
terdiri atas:
a. aplikasi umum; dan
b. aplikasi khusus.

{3} ttb11Cunan dan pengembangan aplikasi SpBE dapat
dilakukan oleh:
a. Dinas; dan/atau
b. Perangkat Daerah yang memiliki proses bisnis

penyelenggaraan aplikasi SpBE.

{4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
dilaksanakan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi
yang terdiri dari tahapan:
a. perencanaan dan pengembangan aplikasi;
b. proses perumusan analisis kebutuhan aplikasi;
c. proses perancangan teknis;
d. proses pembuatan kode program (codingl); dan
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e. proses implementasi aplikasi.
(5) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan

aplikasi SPBE, perangkat Daerah traruj m&dapatfan
pertimbangan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian.

(6) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SpBE harus
memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan
dan pengembangan aplikasi SpBE.

(7) Seluruh proses pembangunan dan pengembangan
aplikasi harus dikonsultasikal dengan b"p"r,
komunikasi, informatika, dan persandian.

(8) Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan oleh
Perangkat Daerah menjadi milik pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Utara.

{9} Perangkat Daerah menyerahkan kode sumber (source
c-ode) dan aplikasi yang telah dihimpun sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) untuk ditempatkan dalair suatusistem elektronik melalui bagian komunikasi,
informatika, dan persandian.

(tO) dalm mengembangkan dan menyeienggarakan pusat
aplikasi (repositori) yang berisi setumpufan patcet
aplikasi atau program dari suatu sistem elCktronik yang
digunakan untuk menunjang suatu aplikasi p.og.am.

(ll) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) harus disertai dokumen elektronik paling
sedikit;
a. detail teknis databax {detail of database engineeing

destgn);
b. desain telmis pengembangan aplikasi;
c. manual bngi administrator;
d. manual bagi pengguna;
e. manual instalasi; dan
f. manual penanganan masalah (ttoubleshoting).

{12} Keterpaduan pembangunan dan pemgembangan SpBE
dikoordinasikan oleh Bagian Komunikasi, Informatika
dan Persandian.

{13} Pembangunan darr pengembangan aplikasi SPBE
mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

{14) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi
SPBE menggunakan kode sumber iertutup, perangkat
Daerah harus mendapatkan pertimbangar dari Balian
Komunikasi, Informatika dan persandian.

(15) Untuk mengoptimalkan pembangunan dan
pengembangan aplikasi SpBE menetapkan;
a. Standar Operasional prosedur (SOp) dengan tentang

pembangunan dan pengembangan aplikasi SpBE
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

b. Standar Telmis pembangunan dan pengembangan
aplikasi yang ditetapkan oleh Selrretaris Daerah.

/:q
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Paragraf I
Aplikasi Umum

Pasal 22

(1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
ayat (2) huruf a merupakan aplikasi SpBE yang sama,
standar, dan digunalan secara bagi pakai oleh instansi
pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Perangkat Daerah harus menggunakan aptkasi umum
sebagaimana dimaksud paaa ayat 1ty.

(3) Dalam . hal Perangkat Daerah tidak menggunakan
aplikasi umum, Perangkat Daerah dapat menggunakan
aplikasi sejenis dengan aplikasi ..,*u-.

{a) D- alam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), perangkat Daerah harus:
a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebagaimana

dimaksud sebelum aplikasi umurn ditetapka;;
b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap

penggunasn dan pengembangan aplikasi sejenis;
c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang

dise-suaikan dengan proses biinis dan flngsi padi
aplikasi umum;

d. mendapatkan pertimbangan dari
Komunikasi, Informatika dal persandian.

Bagian

ParagraI2
Aplikasi Khusus

Pasal 23
(l) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal

21 ayat (2) hurufb untuk melakukan pembangunan dan
pengem bangan aplikasi khusus.

(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) didasarkan pada
Arsitektur SPBE dan peta Rencana SpBE.

Bagian Kedel,apan
Keamanan SpBE

Pasal 24

(1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat {21 huruf h mencakup penjaminan kerahasiaan,
penjaminan, keutuhan, penjaminan ketersediaan,penjaminan keaslian dan kenirsangkalan
{rwuepudiatian) sumber daya terkait data dan
informasi, insfastruktur SpBE dan Aplikasi SpBE.

(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud padaayat (l) dilakukan melalui penetapafl klasifikasi
keamanan, pembatasan akses dan- pengendailan
keamanan lainnya.
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(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dila_kukan pendeteksian modifikasi.

pada

(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan penyediaan cadangan dan pemulihan.

(5) Penjaminan keaslian sggegaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi
dan validasi.

(6) Penjaminan keningsangkalan (nonrepudiaton|
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dilakukan melalui
penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak
ketiga terpercaya melalui penggunaan sertilikat digital.

Pasal 25

(1) Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SpBE
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(l).

(2) Dalam menerapkan keamanan SPBE darl menyelesaikan
permasalahan keamanan SPBE, perangkat Daerah
dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi
dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di
bidang Persandian.

(3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar
teknis dan prosedur keamanan SpBE yang ditetapkan
oleh Dinae Komunikasi, Informatika dan persandian.

Bagran Kesembilan
lavanan SPBE

Pasal 26

Iayanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat
{2) huruf I terdiri atas:
a. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;

dan
b. l,ayanan Publik Berbasis Elektronik.

Paragraf I
Lal,aaan Administrasi pemerintahan

Berbasis Elektronik

Pasal 27

{l} Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi
layan"., yang mendukung kegrataa di bidang
perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan
barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengitotaan
barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja
dan layanal lain sesuai dengan kebutuhan intemal
birokrasi pemerintahan.

(2) I^ayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan
Aplikasi Umum.

ltl



(3) l,ayanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
merupakan Layanan SpBE yang mendukung Tata
Laksana Internal Birokrasi dalam rangka meninglatkan
kineda dan akuntabilitas pemerintah- Kabupaten Aceh
Utara.

Paragraf 2
Layanan publik Berbasis Elektronik

Pasal 28

{l) Layanan Publik Berbasis Ele}rtronik segagaimana
dimaksud datam Pasal 26 huruf b, merupakan Layarm
SPBE yang mendukung pelakasanaan pelayanan publik
di Kabupaten Aceh Utara.

(2) Layanan Publik berbasis elektronik sebagaimana
dimaks,ud pada ayat (1) meliputi layanan yang
mendukung kegiatan di sektor pengadaaan tayinai
publik, layanan data terbuka, jaringan dokumentaii dan
informasi hukum, pendidikan, pengajaran, pekeg-aan
dan- usaha tempat tinggal, t<omunikasi dan informasi,
lingkungan hidup, keschatan, jaminan sosial, energi,perbankan, perhubungan, sumber daya alam,
pariwisata dan sektor strategis lainnya.

(3) l^ayanan berbasis elektronik s€bagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan pelayanan publik Daerah Kabupaten Aceh
Utara.

(4) l,ayanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan
mengu tamakan penggunaan Aplikasi Umum.

(5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik
memerlukan Aplikasi Khusus, perangkat Daerah dapat
melakukan pembangunan dan pengJmbangan Aplikasi
Khusus.

(6) I-ayanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dikoordinasikan oleh Bagian Komunikasi, Informatika,
dan Persandian.

**,,"?ffiJI sp""
Pasal 29

18

(l) Manajemen SPBE meliputi :

a. manajemen risiko;
b. manajemen keamanan informasi;
c. manajemen data;
d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
e. manajemen sumber daya manusia;
f. manajemen pengetahuan;
g. manajemen perubahan; dan
h. manqiemen layanan SpBE.

A
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(2) Dalam melaksanakan Manajemen SpBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) berpedoman pada Standar
Nasional Indonesia.

(3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (21 belum tersedia manajemen
SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang_
undangan.

Bagian Kesatu
Manajemen Resiko

Pasal 3O

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal

19 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak
risiko dalam SPBE.

(2) Manajemen risiko sebagpilllsns dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi,
analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
terhadap risiko dalam SpBE.

(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen-risii<o
SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang_
undangan.

(a) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, perangkat
Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi
dengan Perangkat Daerah yang membidangi
pengawasan.

Bagian Kedua
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 3l
(1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud

!a]am Pasal 29 eyat (l) huruf b bertujuan menjamin
keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dimpak
risiko keamanan informasi.

(2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaial proses yang
meliputi penerepan ruang lingkup, penetapan
penanggung jawab, perencanaan, dukungan
pengoperasian, evaluasi kine{a dan perbait<an
berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam
SPBE.

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman
malajemen keamanan informasi SpBE yang aitetaptan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangal.

(4) Tanda tangan elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

^4



20

(5) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi,
Perangkat Daerah berkoordinaei dan dapat melakukan
konsultasi dengan Bagran Komunikasi, tnformatika dan
Persandian.

Bagian Ketiga
Manajemen Data

Pasal 32

{1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
ayat (l) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya
data yang akurat, mutakhir, terintigrasi, dan- dapat
diakses sebagai dasar pe.encanaa.r, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi Komikasi dan
Persandian dalam menyelenggarakan tata kelola data
yang menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu dan
dapat dipertanggungiawabkan, serta mudah diikses dan
berbagi pakai antar instansi.

(3) Dalam penyelenggaraan tata kelola data dilakukan
dengan prinsip bahwa data yang dihasilkan oleh
produsen data harus:
a. memenuhi standar data, yang terdiri dari konsep,

definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
b. memiliki metadata, dengan ketentuan bahwa informasi

dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku
dan format yang baku;

c. memenuhi kaidah interoperabilitae data, dengan
ketentual bahwa data harus konsisten dalam
sintak/ bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian.
dan semantik/bentuk, keterbacaan, serta data 

- 
h-arus

disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca
sistem elektronik;

d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
(4) Standar data, metedata, interoperabilitas data, dengan

kode referensi dan /atau data induk ditetapkan sesluai
ketentuan p€raturan perundang-undangan.

(5) Penyelenggara tata kelola data mengacu pada
penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingt<at daeral.
kabupaten Aceh Utara, yang dilaksanakan oleh:
a. pembina data, yaitu instansi vertikd badan yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik
Kabupaten Aceh Utara;

b. walidata, dilaksanakan oleh Bagian Komunikasi,
Informatika, dan persandian 

;

c. walidata pendukung, dilaksanakan oleh pejabat yang
ditugaskan dan berkedudukan pada masing_masin!
Perangkat Daerah;

d. Produsen data, yang ditugaskan dan berkedudukan
pada masing-masing perangkat Daerah.
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(6) Penyelenggaraan tata kelola data terdiri atas tahapan
perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data,
dan penyebarluasan data.

(7) Dalam pelaksanakan manajemen data, perangkat Daerah
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan
Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian.

Bagian Keempat
Man4jemen Aset Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Pasal 33

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf d
bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi
pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi
dalam SPBE.

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
serangkaian proses perencanaan, penga.daan,
pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan
peraxgkat lunak yang digunakan dalam SpBE.

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi
informasi dan komunikasi SpBE yang ditetapkar, 

"""rriiketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam pelaksaan manajemen aset teknologi informasi
dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan
dapat melakukan konsultasi dengan bagian Komunikasi,
Informatika dan Persandian.

21

Bagian Kelima
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 34

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (l) huruf e, be-rtujuan
untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan
mutu dan layanan dalam SpBE.

(2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian
proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan
pendayagunaan sumber daya manusia dalam SpBE.

(3) Manajemen sumber daya manusia memastikan
ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia
untuk pelaksanaan tata kelola SpBE dan Manajemen
SPBE.

(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan berdasarkan
pedoman manajemen eumber daya manusia SpBE yang
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(5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia,
Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan
konsultasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi penunjang kepegawaian pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keenam
Manajemen pengetahuan

Pasal 35
(l) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan
kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses
pengambilan keputusan dalam SpBE.

(2) Manajemen pengetahu6n 5sfu:gaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui serangkaian pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, penggun€ran, dan atih
pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SpBE.

(3) Manajemen pengetahua.n sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajCmen
pengetahuan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, perangkat
Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi
dengan Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
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ditetapkan
undangan.

sesuai ketentuan peraturan perundang-

Bagian Ketujuh
Manqiemen perubahan

Pasal 36

(l) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan
IP.BE ^Tgt4"i pengendalian perubahan yang ie{adi
dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melatui serangkaian proses perencaan,
analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan
evaluasi terhadap perubahan SpBE.

(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
perubahan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan
peratu ran perundang- undangan.

(4) Dalam pelaksanaan man4iemen perubahan, pimpinan
Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan
konsultasi dengan bagian yang menyelenggarakan
urusan dibidang kelembagaan dan analisis jibatan,
pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi
birokrasi pada Sekretariat Kabupaten Rceh Utara.
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Bagian Kedelapan
Manajemen layanan SPBE

Pasal 37

(1) Manajemen Layanan SpBE sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 29 ayat (l) huruf h bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas falanan
SPBE kepada Pengguna SpBE.

(2) Manajemen La.yanan SpBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan melalui serangkaian proses, yaitu :

a. pelayanan pengguna SpBE;
b. pengoperasian layanan SpBE; dan
c. pengelolaan aplikasi SpBE.

(3) Pelayanan pengguna SpBE sebagaimana dimaksud pada
ayat {21 huruf a, merupakan kegiatan pelavanan terhadap
keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan
Layanan SPBE dari pengguna SpBE.

{4} Pengoperasian layanan SpBE sebagaiaman dimaksudpadq ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan
pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SpBE
dan Aplikasi SPBE.

(5) Pengelolaan Aplikasi SpBE sebgaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan pembangunar dan
pengembangan aplikasi yang berpedoman pada
metodelogi pembangunan dan pengembangan Aplikasi
SPBE.

BAB V

NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

Pasal 38

(1) Nama Domain dan Sub Domain menggunakan Nama
Domain sebagai alamat elektronik resmi- sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat Daerah wajib menggunakan subdomain dari
Domain yang telah ditetnpkan Bupati.

(3) Pelayanan Fublik harus menggunakan Nama Domain
yang telah ditetapkan Bupati.

(4) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan nama domain
dan suMomain pe.rlu menetapkan;
a. Standar Operator prosedur (SOp) tentarg

penyelenggaran nama domain dan suMomain yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

b. Petunjuk Teknis penyelengaraan Nama Domain dan
Subdomaia ditetapkan yang oleh Sekretaris Daerah,

(5) Penyelengaraan Nama Domain dan Subdomain
dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh perangkat
Daerahyang membidangi Komunikasi, Informatika tan
Persandian.
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poRrAL SffiJ,fr*ur"
Pasal 39

(1) porhf dan situs web resmi ditctapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) P_erangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang
Komunikasi, Informatika dan persandian melakukan
pembinaan teloris terhadap portal dan situs uteb
Perangkat Daerah.

(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada a5,at (2)
meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimLing;
teknis dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal
dan situs u;eb.

(4) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan portal dan situs
ueb, menetapkalrr
a. Standar Operasional prosedur (SOp) dengan tentang

standar pengelolaan portat dan situs u.reb pemerintah
Daerah yang ditetapkan deugan Keputusan Bupati.

b. Petunjuk Teloris Standar pengelolaan portal dan Situs
Web Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh
Sekretaris Daerah.
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BAB VII
INTEGRASI LAYANAN SPBE

Pasal 40

(1) Integrasi la.yanan SPBE merupakan proses
menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan
SPBE ke dalam satu kesatuan alur kery'a layanan SpBE.

(2) integrasi Layanan SpBE
SPBE.

didasarkan pada Arsitektur

(3) Integrasi layanan SPBE antar perangkat Daerah
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerahyang membidangi
Komunikasi, Informatika dan persandian.

BAB VIII
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 41

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
a. audit infrastruktur SpBE;
b. audit aplikasi SPBE; dan
c. audit keamanan SpBE.

(2i Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
pemeriksaan hal pokok teknis pada:
a. penerapalr tata kelola dan manajemen

informasi dan komunikasi;

meliputi

teknologi

Aa



b.
c.
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fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
kineq'a teknologi informasi
dihasilkan;

dan kornunikasi yang

d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan
oleh lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintal atau lembaga pelaksana audit
Tehrologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.

(a) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan
berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit
teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
pengawasan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Audit Infrastruktur SpBE

Pasal 42

{1} Audit infrastruktur SpBE sebagaimana dimaksud pada
Pasal 41 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling s€dikit I
(satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(2) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat {1}dilaksanakan berdasarkan standar daa tata cara
pelaksanaan audit infrastruktur SpBE.

Bagian Kedua
Audit Aplikasi SPBE

Pasa1 43

(1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal
42 ayat (1) hurufb merupakan Audit Aplikasi Khusui.

(2) Audit Aplikasi SpBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara
pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.

(3) Audit Aplikasi Khsusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf b, di.laksanakan paling sedikit t lsatui tati
dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Audit Keamanan SpBE

Pasal 44

(1) Audit keamanan SPBE sebagdmana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. audit keamanan infrastruktur SpBE; dan
b. audit keamanan aplikasi khusus.
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(2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakana berdasarkan standar dan tata cara
pelaksanaan audit keamanan SPBE.

(3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan
aplikasi khusus sebagaimana dimaksud ayat {l) huruf c
dilaksanakan paiing sedkit 1 (satu) kali dalam 2 (dua)
tahun.

BAB IX

PEI{YELENGGARA SPBE

Pasal 45

{f) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata
Kelola SPBE, Man4iemen SpBE, dan Audit Teknologi
Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan SpBE dan
Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi SpBE yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungiaweb kepada Bupati Aceh Utara melalui
Sekretaris Daerah,

(3| Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan
kebijalan SPBE di Kabupaten Aceh Utara.

{4} Unsur Tim Koordinasi SpBE seba{aimana dima}sud pada
ayat (l) terdiri dari:
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a. Pembina
b. Koordinator
c. Penaggungiawab

Bupati Aceh Utara
Sekretaris Daerah
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan
dan Kesej ahteraan Rakyat
Perangkat Daerah terkait

penyelenggaraan
Publik, dilakukan

d. Ketua

e Anggota

BAB X
PERCEPATAN SPBE

Pasal 46

(1) Untuk meningkatkan kualitas
Pemerintahan dan pelavanan
percepatan SPBE.

(2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan dengan mengembangkan dan 

- 
membangun

Infrastuktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
(3) La.yanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintah
daerah bidang:
a. perencanaar;
b. penganggaran;

b/
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c. penatau sahaan keuangan;
d. pengadaan Barang clan Jasa pemerintah;
e. pengelolaan Barang Milik Daerah;
f. akuntabilitas kineqja;
g. kinerja pegawai;
h. kearsipan;
i. kepegau aian;
j. pengad uan pelayanan publik:
k. layanan terbu ka; dan
l. jaringan dokumentasi dan informasi hukum

BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 47
Pemantauan dan Evaluasi SpBE dilaksanalan secara berkala
oleh Tim Koordinasi SpBE.

14) Integrasi l,a.1,anan SpBE clikoordinasikan oleh Dinas vang
membidangi Komunlkasi, lnformatika dan persandiai
dengan rnengiku tsertakan perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf i sampai dengan huruf I
sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan.

KErENfrilTlnr*,
Pasal 48

Peraturan Bupati Aceh Utara ini mulai be raku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin!.a, memerintahkan
pengundanga.n Peraturan Bupati ini dingan penempatannya
dalam Berita Daerah liabupaten Aceh U..rira.

Ditetapkan di Lhoksukon
pa li 24 t}{

uharram 1446 t-l

EH UTAH

U R.
diundangkan di Lhoksukon
pada tan 19 uli 2 4M

13 Muharram 1446 H
ARIS DAERAH
ACEH UTARA.

AI,BAR
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I
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